BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pertanggung
jawaban dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai;

bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan
pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan
daerah, perlu diatur kembali persentase pemberian
tambahan penghasilan pegawai;

bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan terhadap
materi pengaturannya;

bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19533 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 6);

22. Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banjar Nomor
42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 42
Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2023 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman dalam pemberian TPP ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
c. meningkatkan disiplin dan profesionalitas Pegawai
ASN; dan
d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) TPP ASN diberikan kepada:

a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar
mandiri yang tidak meninggalkan tugas kedinasan
sehari-hari;

c. Pegawai ASN penugasan dari Pemerintah/
Pemerintah Daerah lain;
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d. Pegawai ASN penugasan magang dari Pemerintah
Daerah;

e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah
Daerah;

f. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah
Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas.

(2) Tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diberikan TPP apabila biaya tugas
belajar mandiri ditanggung oleh Pegawai ASN.

(3) Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan
TPP terhitung setelah 1 (satu) bulan mendapatkan
penilaian.

(4) Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah
dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan
TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b diberikan sebagai berikut:

a. kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja
yang tinggi sesuai bidang keahliannya/tugas
fungsinya/inovasi yang diakui di tingkat
kabupaten, provinsi, dan nasional;

b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi
kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:

1) untuk tingkat kabupaten sebesar 30% (tiga
puluh persen);

2) untuk tingkat provinsi sebesar 40% (empat
puluh persen); dan

3) untuk tingkat nasional diberikan tambahan
sebesar 100% (seratus persen),

dari besaran TPP ASN yang diterima dan diberikan
pada bulan berkenaan sejak ditetapkannya inovasi
tersebut; dan

c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh atasan
langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.

(2) Besaran TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 27

(1) Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan terhitung
mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.

(2) Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah.

(3) Persentase pemberian TPP ASN bagi PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Pegawai ASN yang melakukan inovasi dan diakui oleh
Tim inovasi diberikan TPP tambahan dengan besaran
sebagai berikut:

a.

tingkat kabupaten diberikan tambahan sebesar
30% (tiga puluh persen) dari TPP pada bulan
berkenaan;

tingkat provinsi diberikan tambahan sebesar 40%
(empat puluh persen) dari TPP pada bulan
berkenaan; dan

tingkat nasional diberikan tambahan sebesar 100%
(seratus persen) dari TPP yang diterima dan
diberikan selama 1 (satu) bulan pada bulan
berkenaan.

(2) Penetapan Pegawai ASN yang diberikan TPP tambahan
karena melaksanakan inovasi ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Diundangkan di Martapura

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Februari 2024

BUPATI BANJAR,
Ttd

SAIDI MANSYUR

pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 2



